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MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR  8 TAHUN 2005

TENTANG

PEDOMAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DALAM RANGKA MENINGKATKAN DAN MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang
:
a.
bahwa keberadaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagai gerakan masyarakat dengan kader-kader yang menjangkau sampai di tingkat Desa/Kelurahan merupakan potensi yang sangat besar untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan;

b. 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Rangka Meningkatkan dan Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan;

Mengingat
: 
1.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor I00, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);

5. Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2004 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2002 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
:
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DALAM RANGKA MENINGKATKAN DAN MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan pendataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

2. Tertib Administrasi Kependudukan adalah kesadaran dari para anggota masyarakat untuk melaporkan diri atas keberadaannya maupun perubahan-perubahan atau kejadian peristiwa penting kependudukan dan memiliki dokumen kependudukan serta menggunakan sesuai peruntukannya.

3. Dokumen Penduduk adalah keterangan tertulis yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

4. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan PKK adalah Gerakan Nasional yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat, dengan perempuan sebagai motor penggeraknya menuju terwujudnya keluarga bahagia, sejahtera, maju dan mandiri.

5. Tim penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga adalah mitra kerja pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat Pemerintahan untuk terlaksananya program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, termasuk didalamnya sebagai mitra kerja pemerintah dalam bidang administrasi kependudukan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup PKK dalam tertib administrasi kependudukan meliputi:

a. penyuluhan dan sosialisasi;

b. komunikasi, informasi dan edukasi;

c. fasllitasi dan pendampingan.

BAB III 

PELAKSANAAN

Pasal 3

Tertib administrasi kependudukan dilakukan oleh PKK melalui kegiatan:

a. menyusun program dan rencana operasional;

b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;

c. melakukan pemantauan dan pengendalian;

d. menyampaikan informasi pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan pada masyarakat

e. mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk meningkatkan kepedulian dan kesadaran dalam kepemilikan dokumen kependudukan;

f. 
menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam menciptakan tertib administratif kependudukan; dan

g.
memantau cakupan kepemilikan dokumen kependudukan pada masyarakat dengan mengadakan pendataan sederhana melalui buku catatan keluarga.

Pasal 4

(1) Pelaksanaan operasional PKK dalam tertib administrasi kependudukan di Tingkat Pusat dibentuk Tim yang anggotanya terdiri dari PKK Tingkat Pusat dan Pejabat Departemen Dalam Negeri yang terkait.

(2) Operasional dan pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5

(1) Pelaksanaan operasional PKK dalam tertib administrasi kependudukan di Tingkat Provinsi dibentuk Tim yang anggotanya terdiri dari PKK Tingkat Provinsi, Tingkat Pusat dan Pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.

(2) Operasional dan pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 6

(1)
Pelaksanaan operasional PKK dalam tertib administrasi kependudukan di Tingkat Kabupaten/Kota dibentuk Tim yang anggotanya terdiri dari PKK Tingkat Kabupaten/Kota, Tingkat Provinsi, Tingkat Pusat dan Pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

(2)
Operasional dan pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 7

Operasional PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 5 dan Pasal 6 berpedoman pada Buku Panduan Kader PKK Dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB IV
PEMBINAAN

Pasal 8

(1) Pembinaan umum PKK dalam tertib administrasi kependudukan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

(2) Pembinaan operasional PKK dalam tertib administrasi kependudukan di tingkat Provinsi dilakukan oleh Gubernur.

(3) Pembinaan operasional PKK dalam tertib administrasi kependudukan di tingkat Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bupati/Walikota.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 9

(1) Segala dana yang berkaitan dengan pelaksanaan operasional PKK dalam tertib administrasi kependudukan pada Tingkat Pusat dibebankan pada Anggaran Departemen Dalam Negeri dan sumber-sumber lain yang sah.

(2) Segala dana yang berkaitan dengan pelaksanaan operasional PKK dalam tertib administrasi kependudukan pada Tingkat Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber-sumber lain yang sah.

(3) Segala dana yang berkaitan dengan pelaksanaan operasional PKK dalam tertib administrasi kependudukan pada Tingkat Kabupaten/Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Januari 2005
MENTERI DALAM NEGERI,

                  ttd

       H. MOH. MA’RUF
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